BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belekang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yeng mengenut
sisten pemerinfahan yang berdasarkan atas hukum(Rechs

taat), tidak berdasarken kekuasaan belaka(Machstaat),

Suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan
berdasarkan atas hukum, maka hukumlah yang mempunyai
supremasi, dan yéng memerintahkan adalah hukum, atau
disebut: The rule of law. éehingga dalam setiap gerak
tindeken pola penguesa serta werga negaranya, baik se
cara indiv.idu maupun secara bersama harus mendapatkan
legalisasi: hukum, Karena prinsip legaliéasi hukum ini
adalah merupakan syarat yang hakiki untuk adanyas ter-
tib hukum dalem negera hukum, Sehingga secara otoma -
tis dalam negara hukum seperti Indonesia, 1legalitas
harus benar-benar ada dalam setiap tindakan dari alat

perlengka&pan negara.

Di dalam negara Indonesia kekuasaan tertinggi

negera berada di tangan Majelis PerBusyswaratan Rak-
yat yeng merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat In-
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donesia. Majelis ini mempunyal wewenang untuk menetap
kan Undeng-Undang Dassr, menetapkan GBHN den mengang-

kat serta memperhentikan Presiden dan wekil Presiden.

Presiden yang diangkat oleh MPR ini harus tun-
duk dan bertanggung jawab kepada MPR, Presiden adalah
mandataris MPR, 1a berkewajiban menjalanken putusan

putusen Majelis,

Presiden juga sebagai ketua badan eksekutif,ia
adeleh penyelenggara pemerintehan yang tertinggi. Da=-
lam menjalankan pemerintahan negere, kekuasaan dan

tanggung-jawab ada di tengan Presiden.

Adapun hak den kewenangan Presiden seperti ter
cantum dalam UUD 1945 edalah sebegai berikut

1. Pasal 10 ¢ Presiden memegang kekuasaan tertinggi
atas angkatan darat, angkatan laut dan

\ . angkatan udara,

2, Pesal 11 s Presiden dengan persetujuan Dewan Perwa
kilen Rakyst menyatekan perang, membuat
perdamaien den perjanjian dengsn negera
lain,

3. Pasal 12 3 Presiden menyatekan keadaan bahaya, sya
rate-syarat dan skibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang.



4. Pasal 13 : (1) Presiden mengangkat duta dan kunsul

(2) Presiden menerima duta negara lain,

5. Pasal 14 : Presiden memberi grasi, ammnesti, abolisi

-dan rehabilitasi.

6. Paszl 15 ¢ Presiden memberi gelaran, tanda jasa

dan lain-lain tanda kehormaten.

Menurut penjelasan UUD 1945 kekuasaan Presiden
delam pasal-pssal tersebut ialsh merupakan konsekwen-
si dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

Di dalam pasal 14 UUD 1945 tersebut yakni Pre-
siden memberi gresi, amnesti, abolisi dan rehebilita-
sl ini bererti bahwa Fresiden berhak turut campur da
lam masalah pengedilan. Sedangken  -dalam UUD 1945pasal
24 ayat 1 menyatekan bshwa “"Kekuasaan kehakiman dils-
kKukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-=lain badan
kehakiman menurut Undang-Undang.

Dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas menyatakan bah
wa kekuasaan kehakimen ialah kekuasasn yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Jadi penjelasen pasal 24 UUD 1945 tersebut adalah me-
rupakan jaminan kemerdekean untuk badan kehakimen da-
lam menjalankan tugasnya dengan tidak terpengaruholeh

kekuasaen pemerintah atau campur tangan pemerintah,



Akan tetapi walaupun secara tegas penjelesan
pasal 24 UUD 1945 tersebut menyatekan badan kehaliman
tersebut merdeka, ternyata dalam prakteknya telah me
nyimpang dari penjelesen UUD 1945 tersebut., Hal ini
dapat dilihat antara lain 3

1. undang-undang No., 19 tahun 1964, yeng memberikam
, wewenang kepada Presiden dalam beberapa hal dapat

turut campur dalam soal pengadilan.

2. Undeng-undang Darurat tanggal 27 Desember 1954 No.
11 termﬁét dalam lembaren Negara tebun 1954 No.140
juge disebutkan bahwa Presiden atas kepentingen ne
gera, dapat memberikan Amnesti dan abolisi kepada

orang-oreng yang telah melakukan tindak pidana,

3. Pasel 14 UUD 1945 yang menyatakan Presiden memberi

grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasei.

Dari hel tersebut di atas, sudah jelas bahwa
BadenKehziciman tersebut tidak merdeka. Karena apabile
hakim memutuskan perkara sedangkan Presiden turun ta-
ngan dengan menggunakan hek prerogatifnya,maka dengan
sendirinya putusan hakim tersebut gugur.

Sekarang kita lihat pada sejarah Islem, sejak
berd.rinys Negara lslam di Madineh, maka Nabi Muham-
med menjadi kepala negara yeng memimpin pemerintahan,

dan pada diri Rasul Saw, bertemulah sejumleh jabatan-



yaitu Kenabian dari penyampai ajaran Allah, Kepela
Negare lslam dan Haekim yang mengadili perkara manusia
Jadi pada diri belisu memegang kekuasasn eksekutifdan
yudikatif,

Peda mesa pemerintzhan Nebi Muhammed belum di-
kenal 1stilah abolisi yang merupaken hak kepala nega-
re dalem bidang yudikatif, Namun beliau sebagai kepa
la negara sering memberikan pengempunan kepada orang
orang yang melakukan pelanggaran hukum, Bentuk-bentuk
pengampunczn hukum itu sekarang dikenal dengen istileh
grasl, amnesti, abolisi dan rebebjlitasi. Misalnya di
sini dapat kite lihat peda peristiwa Nabi dan para
szhabatnya berhasil masuk dan mengepung kota Makkah.
Dalam keadaan terkepung itu mereka sudah tidak mung -
kin lagi untuk melawan, mereka sebagai orapg yang ka-
lah perang dan mereka harus mendapat hukumen atas se-
gala kejehatan-kejehatan selama ini, Dan sebagien da
ri mereke ada yang dinyatakzn sebagai penjahat .perang
yeng hzrus dituntut hukumen bunuh. Tetapi Nebi saw,
tidek menuntut hukuman pada mereka,'Nabi melah membe-
ri ampunen kepada mereka. Nabi berkatas "Semua kamu
dibebaskan, pergileh kemana engkau suka", (Abu Bekar
Aceh, 1984:93) |

Perkataan Nabi tersebut merupakan bentuk empun



an bagi mereke yang melanggesr hukum dengan keputusan

membeb8skan tuntutan hukumen begi mereka semua,

Apa yang telah diputuskan Nebi Saw, maka bagi kaum

muslimin menjadi kewajiban untuk mentaati sepenuhnya,

seperti yang telah difirmanken Allah Swt. dalam surat

An Nisa' ayat 65 : _
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Artinyea:

“Meka demi Tuhanmu, mereka (peda hakekatnya)tidak
berimen hingga mereka menjadikean ksmu hakim dalam per
kara yang mereka perselisihkan, kemudizn mereka t.dek
merasa keberatan delsm hati mereka terhsdep putusan -

yeng kemu berikan den mereka menerima dengen' sepenuh-
nyd.® (Dep.Agama Ri, 1993:129)

Dari peristiwz masa pemerintahen Nabi Muhammed

Sew. Berta dengan adanye hak prerogetif Presiden se-

perti yang tercantum dalam pasal 14 UuD 1945 den pen-

Jelasen pasal 24 UUD 194H yang menj.anin kebebgsan ke-

. kuasaan kehekimen, mendorong penulis untuk mengangkav
masalah ini kedalam bentuk skripsi.,

B, Idepvitikasi Magalgh

Dari yaparan l@tar beleksng di atas dapat dika
takan bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah
tentang: hek Yrerogatit Presiden dalam bidang yudike-



C.

D.

tif, yeng mana. kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah atau singkatnya, hak prerogatit Presiden
dalam memberikan abolisi di amalisa dari segi hukum

islam.

Pembatasan Masalah

Masalah hek dan kéwenangan Presiden atau hak
Prerogatif Presiden seperti tersebut dalem pasal 14 -
uUD 1945, terdapat 4 macam yakni grasi, amnesti, abo-
lisi den rehabilitesi. Dari keempat jenis pengampunan
tersebut, penulis hanya‘membatasi satu macam saja yai
tu tentang abolisi.

Dengan pembatasé&n yang demik;an meka rumusan mesalah-
nya adalah: Hak dan Kewenangan Presiden dalam memberi

ken abolisi ditinjau dari segi hukum lslam.

Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka dari
uraien dan pengertian pada latar belakang di atas, pe
nulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagzi berikut 3

i, Sejauh mana Hak dan Kewenangan Presiden Republik-
Indonesia dalanm Memberikan Abolisi 7
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2, Bagaiamana tinjauan hukum islam terhadap hak den
kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi ?

E, Tnjuan Studi

Sesuai dengan perumusan m2saleh di ates, maka
tujuan studi dalam pembshasen ini adalah sebagai be-
rikut :

1. Mendiskripsikan tentang hak prerogatif Presiden se
bagal lembaga eksekutif yang juga mempunyai hak da
lam bidang yudikatif,

2. Menetspkan bagaimana lslam memendang hal tersedbut,
sehingga dengen ini dapat diketahui bahwa  hukum
Islam juga mengenal adanya hek-hak kepala negera -
dalem bidang yudikatif,

F, Kegunaan Studi

Hagil studi ini diharapkan bermanfaat untuk ¢

1. Sebagai sumbangan bush pikiran bagi ilmu pengetahu
an terutama dalam maszlah hukum tentang hak dan ke
wenangan Presiden dalam bidang yudikatif,

2, Sebagai sumbangan .dan turut serta dslam memperkaye
khasana ilmu pengetshuan kelsleman terutama Yang

berhubungan dengan pemerintahan Islam.

G, Data-data yeng dapet dihimpun



Adapun data yang dapat dihimpun adalah sebagai be
rikut
1. Pengertian Hak dan Kewenangan Presiden RI
2, Macam-macam Hak dan Kewenangan Presiden RI, °

3, Macam-Macam Kekuasaan Presiden RI dalam bidang Yudi-
kavif, '

4, Dasar Hukum Hak dan Kewenangen Presiden R..

" 5, Campur rangan Eksekutif pada Lembaga Xudlkatir.

Sumber Data dan Teknik Penggalian

Pada pembahasan permasalshan ini penulis menggu-
nekan jenis penelitisn pusteka ( Library Researtch ),ma
ka sebagai sumber data adalah dengen menelusuri buku-bu
ku yang ada kaitennya dengan masalah yang akan dibahas
dan sebagai teknik penggalian datanya adalah dengan ca-
ra telaah pusteka yaitu dengen mengkaji buku-buku terse

but guna menceri landasan upaya pemecahan masalah,

Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh penulis
Denggunaken analisa data kwalitatif yang terdiri aari

metode

1. Induktif ialsh merupakan cara menarik kesimpulan



10

yang bertitik tolak dsri hal-hali yang Khusus untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang umum atas desar as-

Pek-aspek yang sama pzaa hal-hal tersebut.

2. Komperatif ialah membandingkan suatu data dengan dava
iain dicari letek persamaan dan perbedaannya kemudian

divarik kesimpulsn,

Dari hasil riset ini diharzpkan akan merupakan
Jawaban bagi pertanyaan pada perumusan masgalah Yang
dipaperken di atas, juga sekaligus merupzken bahan untuk
pemﬁahasan hasil riset berikutnya.
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